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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 
Efisiensi menurut Mulyadi (2007:63) ialah, “cara (usaha, kerja) dalam menjalankan 

sesuatu dengan tidak membuang-buang biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan 

output/biaya” Efisiensi sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dimana kinerja 

pemerintah dinilai baik apabila mampu mengefisiensikan anggaran sehingga anggaran 

tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Mardiasmo (2009 : 132), 

“Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang 

dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat 

dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan 

penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well)”. 

Menurut Mardiasmo (2002:5), Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk 

pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Terdapat dua jenis input yakni input 

primer dan input sekunder. Input primer ialah kas atau dana anggaran sedangkan input sekunder 

mencakup bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan output. Menurut Sudarwo 

(1995:61) dalam Brata & Kurniawati (2020) Kas merupakan sebagai nilai uang kontan yang 

ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang ada dalam jangka waktu dekat dapat 

diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi 

tingkat likuiditasnya. Menurut Kholmi (2005) dalam Satar (2019:92) Bahan baku merupakan 

bahan yang membentuk bagian besar produk jadi. Output merupakan hasil yang dicapai dari 

suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Pada umumnya output yang diinginkan saja yang 

dibicarakan, sedangkan output yang tidak diinginkan atau efek samping jarang dibicarakan. 
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Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedomana penilaian dan Kinerja 

keuangan menyatakan anggaran tidak efisien apabila rasio lebih dari 100 persen, rasio 90 

hingga 100 persen dinyatakan kurang efisien, rasio 80 hingga 90 persen dinyatakan cukup 

efisien, rasio 60 hingga 80 persen dinyatakan efisien, sangat efisien apabila rasio dibawah 

60 persen. 

Menurut Mardiasmo (2009:61) “anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi 

kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran 

finansial”. Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis untuk 

menunjang berjalannya suatu organisasi sehingga anggaran memegang peranan yang sangat 

penting. Sedangkan Anggaran sektor Publik menurut Mardiasmo (2009:62) yaitu “suatu 

dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi 

informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. 

Tahun 2020 terdapat penyebaran Pandemi Covid-19 di dunia. Pandemi Covid-19 yang 

mendunia membuat banyak negara mengalami kerepotan dalam perekonomiannya (Pardede 

Joshua, 2020). Indonesia tidak luput dari penyebaran dan dampak virus mematikan ini. 

Seperti yang telah diumumkan oleh bapak Presiden Joko Widodo, Virus Corona sendiri 

telah masuk di Indonesia sejak tanggal 02 Maret 2020. Berbagai himbauan digalakkan 

Pemerintah untuk menekan laju persebaran Covid-19 yang kian hari kian bertambah seperti 

himbauan dirumah saja, Work From Home, social distancing yang kemudian berubah 

menjadi physical distancing hingga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) di berbagai daerah yang dimulai pada kota Jakarta tanggal 10 April 2020. 

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 secara nyata telah 

mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa dampak bagi perekonomian sebagian besar 

negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Terganggunya aktivitas ekonomi akan
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berimplikasi pada perubahan dalam postur anggaran (APBN) tahun 2020, baik dari sisi 

pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan, dan respon kebijakan keuangan 

negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Covid-19. 

Berbagai kebijakan lahir dalam rentang waktu yang cepat dan singkat. Proses ini 

diistilahkan sebagai proliferasi kebijakan. Terkhusus dalam mengatasi keuangan negara ada 

beberapa Langkah yang Pemerintah lakukan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. (Juliani, 

Henny, 2020) ; 

a. Intstruksi Presiden Nomor 4 Tahhun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi 

Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Berikut hal yang diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 

2020 : 

1). Mengutamakan anggaran untuk kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19 

(refocusing kegiatan dan realokasi anggaran) 

2). Mengajukan usulan revisi anggaran untuk mempercepat refocusing kegiatan dan realokasi 

anggaran dan 

3). Mempermudah dan memperluas akses pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat 

penanganan Covid-19.  

b. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tenang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan.  

c. UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peeppu Nomor 1 Tahun 2020 

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 

menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
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Undang-Undang ini.  

Pada masa pandemi Covid-19 ini anggaran yang bukan prioritas direalokasi untuk 

kebutuhan pencegahan penanggulangan Covid-19 seperti yang telah diinstruksikan oleh 

Presiden. Anggaran sosialisasi yang melibatkan banyak peserta dan juga anggaran perjalanan 

dinas ialah anggaran yang dapat direalokasikan karena terdapat pembatasan pergerakan 

manusia yakni PSBB untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Realokasi anggaran ini 

sesuai dengan Peppu No 1 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan 

No.38/PMK.02/Tahun 2020. Realokasi anggaran perjalanan dinas sangat penting karena 

apabila ada salah satu pegawai yang terkonfirmasi tertular Covid-19 maka kantor akan 

ditutup sehingga memperlambat pelayanan. 

Presiden RI, Joko Widodo, menerbitkan Inpres No.4/2020, yang menginstruksikan, 

seluruh Menteri/Pimpinan /Gubernur/ Bupati/ Walikota mempercepat refocusing kegiatan, 

realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan Covid-19. Pemerintah harus 

menentukan skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat 

urgensinya. Pemerintah dapat melakukan refocusing pada anggaran terutama untuk bidang 

kesehatan dan sosial. Refocusing anggaran belanja ini juga diperlukan karena merosotnya 

asumsi anggaran pendapatan. Pemerintah dapat juga melakukan pemangkasan pada belanja- 

belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimbingan 

teknis, penyuluhan, dan sejenisnya. Perjalanan dinas merupakan perjalanan yang dilakukan 

oleh karyawan atau pegawai suatu lembaga yang berkaitan dengan tugas kedinasan 

(Wursanto,2006). Perjalanan dinas dalam Peraturan Menteri Keuangan No 

113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat Negara, pegawai 

negeri, dan pegawai tidak tetap memiliki 4 prinsip. Prinsip pertama adalah selektif dimana 

perjalanan dinas hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan 

dengan penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip kedua adalah ketersediaan anggaran dan 



5 
 

kesesuaian dengan pencapaian kinerja K/L. Prinsip ketiga yaitu efisiensi penggunaan belanja 

negara. Prinsip keempat adalah akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan 

dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk 

diterapkan terutama dalam masa Pandemi Covid-19 ini. 

Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) 

mengeluarkan edaran yang mengizinkan perjalanan dinas sejumlah persyaratan dibulan Juni 

lalu, beberapa ASN mulai melakukan perjalanan dinas keluar kota ditengah maraknya kasus 

pandemi Covid-19. Berbagai tanggapan muncul mengenai kebijakan ini seperti Misbah Hasan 

selaku Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menilai kebijakan 

tersebut sembronobaik dari segi anggaran maupun kesehatan (bbc.com). Anggaran semestinya 

bisa dialiran ke daerah-daerah untuk mempercepat penanganan Covid-19. Menurut Riris 

Andono, epidemiologi Universitas Gadjah Mada jika dilihat dari aspek kesehatan perjalanan 

harus dipilah karena dapat meningkatkan penularan Covid-19 (bbc.com). Menanggapi hal 

tersebut Menteri PAN RB menyatakan akan mengingatkan seluruh instansi untuk menerapkan 

sistem penugasan perjalanan dinas yang selektf dan akuntabel. Deputi Bidang Kelembagaan 

dan Tata Lasana Kementerian PAN_RB, Rini Widyantini juga menyatakan bahwa perjalanan 

dinas akan diaksanakan dengan pengawasan ketat.  

Pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas belanja perjalanan dinas pegawai negeri 

ditengah upaya menggenjot penyerapan anggaran di masa pandemi. Sri Mulyani Indrawati 

selaku Menteri Keuangan mengatakan mengatakan akan meningkatkan efektivitas 

penghematan belanja perjalanan   dinas   (katadata.co.id).   Menteri    keuangan    menyatakan    

kebijakan belanja perjalanan dinas akan lebih dipertajam sesuai tingkat urgensinya sehingga 

kegiatan perjalanan dinas dapat lebih efisien dan efektif sesuai kebutuhan. Pemerintah 

melakukan sederet penghematan belanja di tengah seretnya pendapatan negara dan 

kebutuhan besar dana untuk penanganan corona. Pemerintah pusat diproyeksi dapat 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/16/pemerintah-pusat-lakukan-penghematan-belanja-hadapi-covid-19
https://katadata.co.id/berita/2020/04/19/jk-kurangnya-ketegasan-pemerintah-bisa-berbuah-masalah-besar-corona
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menghemat belanja sebesar Rp 145 triliun tahun ini (katadata.co.id). 

Kegiatan perjalanan dinas dilakukan hampir seluruh satuan kerja (satker) pada 

kementerian Negara/lembaga, termasuk LLDIKTI Wilayah II masih melakukan beberapa 

perjalanan dinas, hal tersebut dapat dilihat melalui Anggaran Perjalanan Dinas, sebagai 

berikut:  

Tabel 1. Anggaran Belanja Perjalanan Dinas LLDIKTI Wilayah II Tahun 2020 (dalam   

rupiah) 

 

Nama Akun Pagu (Rp) Realisasi 

(Rp) 

Sisa Dana 

(Rp) 

Realisasi 

(%) 

Belanja Perjalanan Biasa 2.064.531.000 1.749.168.585 315.362.415 84,72 

Belanja Perjalanan Dinas 

Dalam Kota 

417.000.000 161.000.000 256.000.000 38,60 

Belanja Perjalanan Dinas 

Paket Meeting Dalam 

Kota 

68.004.000 63.805.000 4.199.000 93,82 

Belanja Perjalanan 

Lainnya 

1.504.440.000 934.572.429 569.867.571 62,12 

Sumber : Diolah Penulis dari Laporan Realisasi LLDIKTI Wilayah II 

 
Tahun 2020 perjalanan dinas LLDIKTI Wilayah II pada akun belanja perjalanan biasa 

dianggarkan sebesar Rp2.064.531.000 dan terealisasi sebesar Rp1.749.168.585 dengan 

persentase penyerapan 84,72 persen, pada akun belanja perjalanan dinas dalam kota 

dianggarkan sebesar Rp417.000.000 dan terealisasi sebesar Rp161.000.000 dengan 

persentase 38,60 persen. Akun Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 

dianggarkan sebesar Rp 68.004.000 dan terealisasi sebesar Rp 63.805.000 dengan persentase 

penyerapan 93,82 persen serta pada akun belanja lainnya dianggarkan sebesar 

Rp1.504.440.000 sedangkan terealisasi sebesar Rp934.572.429 dengan persentase 62,12 

persen. Berdasarkan data tersebut terdapat anggaran yang tidak terserap secara menyeluruh. 

Realisasi anggaran tahun 2020 sangat jauh berbeda dari tahun 2019. Adapun anggaran 

perjalanan dinas LLDIKTI Wilayah II tahun 2019 sebagai berikut: 
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Tabel 2 Anggaran Belanja Perjalanan Dinas LLDIKTI Wilayah II Tahun 2019 

(dalam rupiah) 

 

Nama Akun Pagu (Rp) Realisasi 

(Rp) 

Sisa Dana 

(Rp) 

Realisasi 

(%) 

Belanja Perjalanan Biasa 1.985.178.000 1.964.972.287 20.205.713 98,98 

Belanja Perjalanan Dinas 

Dalam Kota 

377.350.000 373.200.000 4,150.000 98,90 

Belanja Perjalanan Dinas 

Paket Meeting Dalam 

Kota 

890.472.000 890.448.800 23.200 100 

Belanja Perjalanan 

Lainnya 

3.280.116.000 3.256.502.775 23.613.225 99,29 

Sumber : Diolah Penulis dari Laporan Realisasi Anggaran LLDIKTI Wilayah II 

Tabel Anggaran Belanja Dalam Negeri Tahun 2019 memperlihatkan penyerapan 

anggaran perjalanan dinas tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2020. Pada tahun 2019 

perjalanan dinas LLDIKTI Wilayah II pada akun belanja perjalanan biasa dianggarkan 

sebesar Rp1.985.178.000 dan terealisasi sebesar Rp1.964.972.287 dengan persentase 

penyerapan 98,98 persen, pada akun belanja perjalanan dinas dalam kota dianggarkan 

sebesar Rp377.350.000 dan terealisasi sebesar Rp373.200.000 dengan persentase 98,90 

persen. Akun Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dianggarkan sebesar 

Rp890.472.000 dan terealisasi sebesar Rp890.448.800 dengan persentase penyerapan 100 

persen serta pada akun belanja lainnya dianggarkan sebesar Rp3.280.116.000 sedangkan 

terealisasi sebesar Rp3.256.502.775 dengan persentase 99,29 persen. 

Berdasarkan data realisasi belanja dengan anggaran yang ditetapkan tersebut terdapat 

selisih yang cukup signifikan. Menurut Siska dan Afriyanto (2018:100), selisih realisasi 

belanja dengan yang dianggarkan cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan yaitu 

menunjukkan adanya efisiensi anggaran atau telah terjadi kelemahan dalam perencanaan 

anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat atau tidak terserapnya anggaran tersebut 
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bisa disebabkan karena adanya program atau kegiatan yang tidak dilaksanakan padahal 

sudah dianggarkan, oleh karena itu perlu dilakukan analisis yang akurat dalam anggaran. 

Tahun 2020 memang terdapat pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah melakukan 

larangan perjalanan dinas dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 09 April 2020 

hingga diterbitkannya surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 yang mencabut larangan perjalanan 

dinas bagi aparatur sipil Negara keluar daerah sehingga sangat berdampak terhadap aktivitas 

perjalanan dinas. 

Melihat adanya Pandemi Covid-19 ini, semestinya anggaran perjalanan dinas tahun 2020 

dilakukan revisi, namun dapat dilihat bahwa tidak adanya pemangkasan anggaran perjalanan 

dinas LLDIKTI tahun 2020, pada akun belanja perjalanan biasa dan akun belanja perjalanan 

dinas dalam kota Kota justru lebih tinggi di tahun 2020. LLDIKTI Wilayah II tidak 

melakukan pemangkasan terhadap anggaran perjalanan dinas tahun 2020. Perjalanan dinas 

sempat terhenti sejak adanya larangan dari kementerian namun kembali berjalan ketika 

adanya pencabutan larangan tersebut. Berikut wawancara yang dilakukan bersama Kepala 

Bagian Umum LLDIIKTI Wilayah II bapak Fansyuri : 

“Di LLDIKTI tidak ada pemangkasan anggaran perjalanan dinas, ada pemangkasan 

Anggaran itu untuk kegiatan workshop karena tidak ada larangan untuk melakukan 

perjalanan dinas, perjalanan dinas tahun 2020 bukan tidak dilaksanakan namun ditunda 

pelaksanaannya. Ketika sudah diizinkan pada bulan Agustus perjalanan dinas langsung 

dilaksanakan bahkan pada akhir tahun kemarin semua personil diajak.” 

 

Sesuai Perpu no 1 tahun 2020 dan Peraturan Menteri keuangan no 38/PMK.02/Tahun 

2020, Anggaran perjalanan dinas menjadi salah satu target anggaran yang dapat direalokasi 

dan diefisienkan penggunaannya dikarenakan terdapat pembatasan pergerakan manusia 

yakni PSBB untuk mencegah penyebaran vius Covid-19. Pemilahan perjalanan dinas dapat 

dilakukan dengan beberapa cara seperti melihat lagi prioritasnya apakah esensial atau tidak 
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karena terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara jarak jauh, namun untuk 

kegiatan yang kurang esensial dapat dilakukan melalui jarak jauh seperti meeting melalui 

aplikasi zoom, selain itu perjalanan dinas perlu mengecek dahulu tempat ia berada dan 

tempat yang akan dituju apakah berada di zona merah atau tidak. 

Tanggal 21 Desember 2020 melalui surat nomor 3817/LL2/KP/2020 perihal tindak lanjut 

percepatan, penyebaran dan penanggulangan Coronavirus Disease (Covid-19) LLDIKTI 

Wilayah II menghimbau seluruh aktivitas pelayanan yang ada di LLDIKTI Wilayah II 

dihentikan sementara mulai dari tanggal 22 Desember 2020 s.d 3 Januari 2021. Penghentian 

sementara pelayanan LLDIKTI ini diakibatkan adanya Pegawai LLDIKTI Wilayah II yang 

terpapar Covid-19, ini tentunya mempengaruhi pelayanan yang ada di LLDIKTI Wilayah II. 

Efisiensi anggaran belanja sangat diperlukan agar nantinya dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam penggunaan anggaran belanja sehingga 

anggaran belanja dapat digunakan secara optimal. Melihat fenomena ini penulis memandang 

perlu untuk melakukan penelitian penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas dengan 

tema; “EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PERJALANAN DINAS LEMBAGA 

LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II DI MASA PANDEMI COVID-19 

TAHUN 2020” 

B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, terdapat rumusan masalah yang peneliti 

buat yaitu: 

 “Bagaimana Efisiensi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi Wilayah II Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020?”
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C. Tujun Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka terdapat tujuan dari 

penelitian ini yaitu: 

 “Untuk mengetahui efisiensi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada saat Pandemi 

Covid-19 di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II (LLDIKTI Wilayah II) Tahun 

2020” 

D. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat penelitian ini adalah: 

 
1. Manfaat Teoritis 

 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

rujukan pada jurusan Ilmu Administrasi Publik terkhususnya konsentrasi Keuangan 

Negara mengenai Ketepatan Anggaran 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi Wilayah II. 
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